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Menimbang:

Mengingat

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa penyelenggara pelayanan diwajibkan untuk menyusun dan

o 1.

menetapkan Maklumat Pelayanan;

. bahwa Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan

dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai

dengan Standar Pelayanan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut tentang Maklumat Pelayanan Mal Pelayanan

Publik Tanah Laut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran
Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 222);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

615);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
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Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

KEDUA

Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Maklumat Pelayanan Mal Pelayanan
Publik Tanah Laut dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

: Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

1.Kami bersungguh hati menyelenggarakan pelayanan sesuai standar
pelayanan yang telah ditetapkan.

2.Kami senantiasa melakukan usaha-usaha untuk perbaikan pelayanan
yang diberikan.

3.Kami bersedia menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak
sesuai standar.

4.Kami siap melayani anda diluar jam kerja apabila anda dilayani tidak
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (Kompensasi Pelayanan).

5.Kami berjanji untuk memberikan pelayanan Pengaduan secara cepat,

tepat, tertib, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 April 2026
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Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut

Nomor : 73/DPMPTSP/2026

Tanggal : 30 April 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

. Kami bersungguh hati menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan
yang telah ditetapkan.

. Kami senantiasa melakukan usaha-usaha untuk perbaikan pelayanan yang
diberikan.

. Kami bersedia menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai
standar.

. Kami siap melayani anda diluar jam kerja apabila anda dilayani tidak sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (Kompensasi Pelayanan).

. Kami berjanji untuk memberikan pelayanan Pengaduan secara cepat, tepat,
tertib, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 April 2026




